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BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan
Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



Menetapkan :

5.
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembara Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Bupati adalah Bupati Ponorogo.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi
tertentu.

Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau
jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau
Badan oleh Pemerintah Daerah.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo yang
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan
Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo.
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Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi,
penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai
kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak
atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan dan retribusi daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena
jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk
menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang
Pajak atau Utang Retribusi.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah system yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat
daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan
kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yangmempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan
keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

a.

b.
c.
d

(1)

mekanisme pemungutan retribusi daerah;
pemberian fasilitas retribusi daerah;
kerjasama optimalisasi pemungutan retribusi daerah; dan

pemanfaatan penerimaan retribusi daerah dan peninjauan tarif
retribusi daerah;

BAB II
MEKANISME PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Paragraf 1
Pendataan

Pasal 3

Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan pendataan
secara berkala terhadap Wajib Retribusi, Subjek Retribusi,
dan/atau objek Retribusi untuk memperoleh, melengkapi, dan
menatausahakan data Wajib Retribusi, Subjek Retribusi,
dan/atau objek Retribusi.
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Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
digunakan sebagai data dasar bagi Perangkat Daerah pemungut
Retribusi untuk melakukan pelaporan maupun informasi awal
untuk menentukan potensi Retribusi yang dimiliki serta jenis
layanan yang disediakan.

Paragraf 2
Penetapan Retribusi

Pasal 4

Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian
antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar
alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya
Retribusi yang terutang.

Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran
Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata
uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen
tercetak maupun dokumen elektronik.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat
perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi
pelayanan atau perizinan elektronik.

Bentuk, isi, dan ukuran dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan
persetujuan Bupati melalui Kepala Badan untuk ditetapkan
sebagai sarana pemungutan Retribusi.

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. logo Pemerintah Daerah;

b. nama Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;

c. tanda tangan/tanda tangan elektronik Kepala Perangkat
Daerah Pemungut Retribusi;

nomor dan seri;
e. nilai/nominal/besaran Retribusi terutang; dan

f. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal
Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan
Retribusi.

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) oleh BLUD, paling sedikit memuat :

a. Logo Pemerintah Daerah;
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b. Nominal/besaran Retribusi terutang;

c. tanda tangan/tanda tangan elektronik Kepala BLUD;dan

d. nama BLUD pemungut Retribusi.

karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat:

a. Nominal/besaran Retribusi terutang;

b. nama Perangkat Daerah pemungut Retribusi; dan

C. nomor seri.

SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Perangkat
Daerah Pemungut Retribusi terkait.

Pasal 6

Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu)
SKRD atau dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat
perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi
pelayanan atau perizinan elektronik.

Penetapan SKRD dapat dilakukan setelah selesai
dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi antara lain:

a. retribusi pelayanan tempat khusus parkir;

retribusi pelayanan kesehatan;

retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum;

retribusi pelayanan kebersihan/persampahan;

retribusi pelayanan pasar;

retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah;

retribusi tempat penginapan /pesanggarahan/villa; dan

R R N ]

retribusi rumah potong hewan ternak.

Penetapan SKRD dapat dilakukan sebelum selesai
dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi antara lain:

a. retribusi pemanfaatandan optimalisasi aset daerah;

b. retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olah raga;

c. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar
grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; dan

d. retribusi persetujuan bangunan gedung.

Paragraf 3
Pemungutan Retribusi Terutang

Pasal 7

Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang
ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak
selaku pemungut.

Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan
Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan
oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi
disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) didahului dengan Surat Teguran.

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah dapat dilakukan
melalui sistem dalam jaringan.

Pasal 8

Retribusi yang terutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas.

Retribusi yang terutang dibayarkan melalui kasir, petugas, atau
sarana pembayaran lain secara elektronik yang ditentukan oleh
Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala
BLUD.

Retribusi yang telah dibayar lunas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan bukti bayar Retribusi.

SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) juga dapat digunakan sebagai
bukti bayar.

Format bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah
pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.

Paragraf 4
Perforasi

Pasal 9

Ruang lingkup perforasi meliputi pengesahan SKRD.

Pungutan melalui SKRD yang berupa karcis, wajib diperforasi
untuk keabsahan perhitungan dan pengawasan dalam
pemungutan pendapatan daerah.

Perforasi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

Pembuatan SKRD dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut
Retribusi terkait.

Jenis SKRD yang dipergunakan harus yang mudah dibaca,
dihitung dan diawasi serta menggunakan nomor seri yang jelas.

Pasal 11

Perforasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat
dilakukan dengan cara konvensional.

SKRD dan dokumen lainnya yang berbentuk elektronik
dikecualikan untuk dilakukan perforasi.
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Pengesahan SKRD dan/atau dokumen lain yang berbentuk
elektronik dengan cara perekaman melalui sistem dalam
jaringan.

Paragraf 5
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 12

Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan
tindak pidana di bidang Retribusi.

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. terdapat pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik
langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal diterimanya Surat Teguran.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi
dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang
retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Paragraf 6
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 13

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan Penagihan sudah Kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

Penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
keputusan Bupati.

Paragraf 7
Keberatan Retribusi

Pasal 14

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan Retribusi
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Keberatan Retribusi diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
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Keberatan Retribusi harus diajukan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika
Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
bencana alam;
kebakaran;

wabah penyakit; dan/atau

a.
b

c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pengajuan keberatan Retribusi tidak menunda kewajiban
membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 15

Kepala Perangkat Darah Pemungut Retribusi dalam jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan
Retribusi diterima harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan
keberatan Retribusi.

Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat
melakukan Pemeriksaan.

Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atas keberatan
Retribusi, dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak,
atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi tidak
memberi suatu keputusan, keberatan Retribusi yang diajukan
tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Paragraf 8
Pemungutan Retribusi Daerah Oleh Pihak Ketiga

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau
penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan
Retribusi.

Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif,
pengawasan, dan pemeriksaan.

Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi
dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas
umum Daerah secara bruto.
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Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran
pendapatan dan belanja Daerah.

Bagian Kedua
Pembayaran, Pembatalan dan Pemberian Keringanan
Sewa Gedung

Pasal 17

Setiap penyewa wajib membayar uang muka sebesar 25% (dua
puluh lima persen)dari harga/tarif sewa dan tidak bisa diminta
kembali apabila terjadi pembatalan dari penyewa,;

Pelunasan uang sewa adalah 10 (sepuluh) hari kalender sebelum
hari pelaksanaan kegiatan;
Ketentuan apabila terjadi pembatalan diatur sebagai berikut:

a. pembatalan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kalender
sebelum hari pelaksanaan, maka uang muka tidak dapat
diminta kembali;

b. pembatalan yang terjadi setelah pelunasan uang sewa
sampai dengan hari pelaksanaan kegiatan, maka
pembayaran yang telah disetorkan ke rekening kas umum
daerah tidak dapat dikembalikan;

Pemberian keringanan pembayaran sewa diberikan untuk acara
sebagai berikut:

a. kegiatan sosial mendapat keringanan sewa sebesar 15%
(lima belas persen) meliputi :

1. lomba antar pelajar/santri;
2. simulasi ujian untuk pelajar/santri; dan
3. ajang kreatifitas antar pelajar/santri.

b. kegiatan keagamaan mendapat keringanan sewa sebesar
25% (dua puluh lima persen) meliputi:

1. peringatan hari besar keagamaan;
2. Musabagah Tilawatil Quran antar pelajar/santri; dan
3. halal bihalal.

BAB III
PEMBERIAN FASILITAS RETRIBUSI DAERAH

Pasal 18

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati
dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di
daerah.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan
pokok Retribusi dan/atau sanksinya.

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikategorikan sebagai berikut:

a. pelaku usaha;

b. pelaku usaha mikro, ultra mikro; dan/atau

c. koperasi.
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Pasal 19

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)
dapatdiberikan atas permohonan Wajib Retribusiatau diberikan
secara jabatan oleh Bupati berdasarkanpertimbangan, antara
lain:

a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;

b. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan
ultra mikro;

c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam
mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai
program prioritas nasional.

Insentif fiskal yang diberikan kepada pelaku usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) berupa
pembebasan Retribusi Daerah.

BAB IV

KERJASAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 20

Dalam  upaya  mengoptimalkan  penerimaan  Retribusi,
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi
Pemungutan Retribusi dengan:

a. Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
c. pihak ketiga.

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi
Retribusi, perizinan serta data dan/atau informasi lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pengawasan Wajib Retribusi bersama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan
kepada masyarakat, khususnya di bidang Retribusi;

d. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga;
dan

e. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan
dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan
efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
sampai dengan huruf e dan huruf g dapat dilaksanakan bersama
dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain.

Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
sampai dengan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan
pihak ketiga.
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Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat:

a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang
dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan

b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)
dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau
dokumen lain yang disepakati para pihak.

Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama diatur
oleh Bupati bersama mitra kerja sama.

Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

subjek kerja sama;

maksud dan tujuan;

ruang lingkup;

hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;

jangka waktu perjanjian;

sumber pembiayaan;

penyelesaian perselisihan;

SRte a0 T

sanksi;

Pt
.

korespondensi; dan
perubahan.

—.
.

BAB V
PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
DAN PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 22

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung
dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan
dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai
penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 23

Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks
harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan
penambahan obyek Retribusi.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 26 Juni 2024

BUPATI PONOROGO,
TTD.

SUGIRI SANCOKO
Diundangkan di Ponorogo

pada tanggal 26-06-2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 53.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG®PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003
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